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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 
 

Berdasarkan pemaparan penjelasan mengenai permasalahan di atas, maka 

dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut: 

1. Hak dipilih dari PNS yang diatur dalam Undang-Undang tentang ASN 

bersifat membatasi hak politik PNS sebagai warga negara yang dijamin 

oleh Undang-Undang Dasar 1945. Asas netralitas mengharuskan setiap 

Pegawai ASN untuk tidak berpihak dan tidak memihak kepada 

kepentingan siapapun, termasuk kepentingan politik seorang PNS, 

mengingat bahwa PNS berkewajiban untuk mengutamakan 

kepentingan negara. Perwujudan dari asas netralitas tersebut salah 

satunya adalah ketentuan Pasal 119 dan 123 ayat (3) Undang-Undang 

tentang ASN jo Putusan MK Nomor 41/PUU-XII/2014 tanggal 6 Juli 

2015. Putusan tersebut mengharuskan adanya pernyataan pengunduran 

diri secara tertulis sebagai PNS sejak ditetapkannya sebagai calon 

peserta pemilihan Pejabat Publik sehingga PNS tidak dapat ikut serta 

berkompetisi mengisi jabatan publik baik melalui Pemilu maupun 

Pilkada. Oleh karena itu, perwujudan dari asas netralitas tersebut 

mempengaruhi hak politik PNS sebagai WNI khususnya hak untuk 

dipilih dalam Pemilihan Pejabat Publik. 

Ketentuan-ketentuan tersebut mengakibatkan seorang PNS tidak 

dapat menikmati hak untuk dipilih dalam Pemilihan Pejabat Publik 

sebagai hak konstitusional warga negara yang telah dijamin dalam 

konstitusi, khususnya pada Pasal 27 ayat (1), 28, 28D ayat (3), 28E ayat 

(3). Dengan demikian, penulis berpandangan bahwa ketentuan hak 

dipilih dari PNS yang diatur dalam Pasal 119 dan 123 ayat (3) Undang-

Undang tentang ASN jo Putusan MK Nomor 41/PUU-XII/2014 tanggal 

6 Juli 2015 bersifat membatasi hak politik sebagai bagian dari HAM 

yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945.  
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2. Tujuan dan hakikat dari asas netralitas PNS sudah selaras dengan 

ketentuan-ketentuan Hak Asasi Manusia khususnya terkait hak politik 

warga negara. Tujuan dan hakikat dari asas netralitas PNS adalah 

menghasilkan PNS yang dapat melaksanakan tugas dan perannya 

secara profesional dan berkualitas, yakni mampu melaksanakan 

kebijakan publik, memberikan pelayanan publik, serta mempererat 

persatuan dan kesatuan NKRI. Namun, perwujudan dari asas netralitas 

bersifat membatasi hak konstitusional warga negara, yakni ketentuan 

Pasal 119 dan 123 ayat (3) Undang-Undang tentang ASN jo Putusan 

MK Nomor 41/PUU-XII/2014 yang menjadikan PNS tidak dapat 

menikmati haknya untuk dipilih dalam Pemilihan Pejabat Publik. Oleh 

karena itu, tujuan dari netralitas perlu ditinjau oleh Pasal 28J ayat (2) 

UUD 1945 yang mengatur terkait Pembatasan HAM.  

Berdasarkan analisa Penulis, tujuan dari netralitas PNS ditujukan 

sebagai bentuk pengakuan dan penghormatan atas hak untuk 

memperoleh pelayanan yang berkualitas dan profesional dari PNS, 

pelaksanaan kebijakan publik oleh PNS sesuai peraturan perundang-

undangan, serta PNS yang mampu menjaga persatuan dan kesatuan 

Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai tuntutan yang adil dengan 

mempertimbangkan aspek moral, keamanan, dan ketertiban umum 

dalam suatu masyarakat demokratis sesuai dengan yang diamanatkan 

oleh Pasal 28J ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945. Dengan demikian, 

penulis setuju atas putusan MK yang mempertimbangkan pasal 28J ayat 

(2) sebagai landasan untuk dilaksanakannya Pasal 119 dan Pasal 123 

ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil 

Negara jo putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PUU-XII/2014 

tanggal 6 Juli 2015 berdasarkan perspektif pembatasan HAM.  

5.2 Saran 
Berdasarkan kesimpulan yang telah dipaparkan oleh penulis sebelumnya, 

penulis memberikan saran terkait permasalahan yang ada: 

1. Berdasarkan kesimpulan penulis yang pertama, menunjukkan bahwa 

pengaturan netralitas dalam Undang-Undang ASN bersifat membatasi 

HAM. Oleh karena itu, penulis tidak setuju dengan pertimbangan 
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putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PUU-XII/2014 tanggal 6 Juli 

2015 yang di satu sisi juga memberlakukan pengaturan netralitas 

tersebut berdasarkan perspektif kewajiban, dimana perspektif 

kewajiban tersebut memandang bahwa tidak ada HAM yang dikurangi 

dalam konteks ini. Oleh karena itu, dalam putusan Mahkamah 

Konstitusi tersebut, penulis menyarankan agar keberlakuan Pasal 119 

dan Pasal 123 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang 

Aparatur Sipil Negara jo putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 

41/PUU-XII/2014 cukup dilandasi dengan Pasal 28J ayat (2) yang 

mengakui adanya pembatasan HAM dan dapat memberlakukan 

pembatasan tersebut. 

 

2. Kepada Mahkamah Konstitusi selaku Lembaga Negara yang 

berwenang dalam melakukan Judicial Review, dalam putusan 

Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PUU-XII/2014 tanggal 6 Juli 2015 

sebaiknya menjelaskan lebih terperinci atas kedudukan dan peranan 

PNS yang penting dalam penyelenggaraan pemerintahan dan 

keterkaitannya dengan kriteria-kriteria pembatasan HAM yang diatur 

dalam pasal 28J ayat (2) UUD 1945. Sesuai dengan kesimpulan nomor 

2 penulis, tujuan pembatasan HAM melalui Undang-Undang harus 

ditujukan untuk menjamin penghormatan pada hak atas kebebasan 

orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai 

pertimbangan: (1) moral, (2) nilai-nilai agama, (3) keamanan, dan (4) 

ketertiban umum. Penjelasan atas tujuan dan kaitannya dengan kriteria 

tersebut penting untuk diperhatikan karena merupakan legitimate 

purpose selain dari aspek legalitasnya dalam bentuk Undang-Undang, 

hal ini diperlukan agar ketentuan pembatasan HAM memberi kepastian 

hukum, bersifat adil, dapat diterima dan dilaksanakan dalam 

masyarakat. Selain itu, penjelasan atas pemenuhan kriteria tersebut 

dapat ditujukan agar pembatasan yang dilakukan oleh Pemerintah tidak 

dimaksudkan untuk mengurangi, merusak atau menghapuskan HAM 

warga negara. 
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